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\UMAN/ PERATURAN PEMERI

PEMERIKSAAN BUKT!I PERMULAAN DAN

PENYIDIKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-07/PJ/2016,
tanggal 22 Agustus 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pen-
gampunan Pajak, dengan ini memberikan instruksi

Kepada :

1. Direktur Penegakan Hukum; dan

2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak.

Untuk :

KESATU:

Tidak menerbitkan Surat Permintaan Pener-
bitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan,
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau
Surat Perintah Penyidikan baru sejak instruksi Direk-
tur Jenderal ini diterbitkan sampai dengan 31 Maret
2017, kecuali terdapat indikasi kuat adanya Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan terkait:

1. penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pa-
jak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak ber-

_ dasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

152! penerbita'n faktur pajak tetapi belum dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak.

KEDUA:

Terhadap Surat Permintaan Penerbitan Su-
rat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
telah diterbitkan dan belum diterbitkan Surat Perin-
| tah Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Unit yang
menerbitkan Surat Permintaan Penerbitan Surat Per-
intah Pemeriksaan Bukti Permulaan membatalkan Su-
rat Permintaan Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan

| Bukti Permulaan.

KETIGA:
Terhadap Waijib Pajak yang telah diterbitkan

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
belum disampaikan kepada Waijib Pajak, Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyi-
dikan (UPPBPP) membatalkan Surat Perintah Pemer-
iksaan Bukti Permulaan sesuai tata cara yang diatur
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

KEEMPAT:

Menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan
atau Penyidikan atas Tindak Pidana di Bidang Perpa-
jakan yang telah daluwarsa penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KELIMA:

Terhadap Wajib Pajak yang sudah diterbitkan :

1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permu-

, laan sudah disampaikan kepada Wajib Pajak; dan

2. Surat Perintah Penyidikan,

Kepala UPPBPP melakukan pemanggilan untuk mem-

berikan informasi tentang kebijakan Pengampunan

Pajak.

KEENAM: 0

Terhadap Waijib Pajak yang telah dilakukan
pemanggilan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KELIMA dibuatkan berita acara yang dilampiri per-
nyataan secara tertulis untuk mengikuti atau tidak
mengikuti kebijakan Pengampunan Pajak dari Waijib
Pajak yang bersangkutan.

KETUJUH:

Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunak-
an haknya untuk mengikuti kebijakan Pengampunan
Pajak sesuai pernyataan sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KEENAM, Kepala UPPBPP melanjutkan pros-
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i kuti

. es penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN :

Terhadap Wajib Pajak yang menggunakan :

. haknya untuk mengikuti kebijakan Pengampunan Pa-

| jak sesuai pernyataan sebagaimana dimaksud pada

. DIKTUM KEENAM, Kepala UPPBPP setelah menerima

permintaan informasi tertulis jumlah pajak yang ti-

. dak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak

dikembalikan dari Wajib Pajak melakukan hal-hal seb-

agai berikut:

1. Dalam hal telah diperoleh cukup bukti berupa do-
kumen dan/atau keterangan untuk menghitung
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
yang seharusnya tidak dikembalikan, Pemeriksa
Bukti Permulaan atau Penyidik, baik dengan atau
tanpa pendapat ahli, menghitung jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar atau yang seha-
rusnya tidak dikembalikan.

2. Dalam hal belum diperoleh cukup bukti untuk
menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang seharusnya tidak dikemba-
likan, penghitungan jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak
dikembalikan didasarkan pada pengungkapan dan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

KESEMBILAN :

Tidak melakukan pemanggilan sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KELIMA, dalam hal Wajib Pa-
jak tidak memiliki usaha riil yang diduga menerbitkan
Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemo-
tongan pajak, dan/atau bukti setoran yang tidak ber-
dasarkan transaksi yang sebenarnya.

KESEPULUH :

Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan
i Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan mengi-
kebijakan Pengampunan Pajak, pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan ditin-
daklanjuti sesuai tata cara yang diatur dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

KESEBELAS :

Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
vang dihentikan dalam rangka Pengampunan Pajak di-
hitung sebagai kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
| atau Penyidikan dengan perhitungan bobot konversi
sama dengan:

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diselesaikan
dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Un-
dang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan; atau

2. Penghentian Penyidikan sehubungan pelaksanaan
Pasal 44B Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KEDUABELAS :

Pelunasan atas pajak yang tidak atau kurang |

dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan be- |
serta uang tebusan yang diperoleh dari Wajib Pajak |
yang Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan- |

nya dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampu-
nan Pajak dihitung sebagai kinerja Pemeriksaan Bukti
Permulaan atau Penyidikan.

KETIGABELAS :
Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pa-

jak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jaw- |

ab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikelu-
arkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini
disampaikan kepada:
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur;
Direktur Transformasi Proses Bisnis;
Direktur Peraturan Perpajakan I;
Direktur Peraturan Perpajakan lI;
Direktur Keberatan dan Banding;
Direktur Intelijen Perpajakan;
0. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
dan
11. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
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